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TENTANG
 

PENETAPAN HONORARIUM BIAYA PENGAWASAN TIM REVIU LAPORAN
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DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019
 

BUPATI LAMPUNG SELATAN,
 

Menimba n g a. ba hwa berd a sarkan Peraturan Direktur Jendera l 
Perim bangan Keuangan Nomor PER-6/ PK/ 20 18 tentan g 
Panduan Reviu Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan 
Capai an Output Kegiatan Dana Alok asi Khusus Fis ik , 
Pemerintah dae rah dapat m enyedia kan anggaran ya ng 
bersum ber d ari APBO untuk kegia tan reviu sebagai 
bagian perigawasan penyelenggara an pe me ri nta ha n 
d a erah , Pemerin ta h da erah juga dapat men ggunakan 
dana untuk kegiatan penunjang OAK Fisik ya ng telah 
tercantum d a lam Ren ca n a Kegiatan OAK Fis ik untuk 
kegiatan Reviu ; 

b . ba hwa un tuk men goptimalkan ki nerja Tim Reviu Lapo ran 
Reali sa si Penyerapan Da na d an Capai a n Ou tpu t Kegia ta n 
Dana Aloka si Khusus (OAK) Fisik di Lingkungan 
Pemerin ta h Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 
20 19 , maka perlu d ibe rika n h onorarium kepad a se bagia n 
pega wa i di Lin gkungan ln s pek to ra t Kabupaten Lampung 
Selatan yang rne laksari akan penugasa n Reviu Laporan 
Realisas i Penye ra pa n Dan a dan Capaian Output Kegiatan 
Dana Alokasi Khusus (OAK) Fisik Tahun 20 18 dan 20 19; 

c.	 bahwa bc rdasarkan pertirn bangan sebaga ima na 
dimaksud d al am hu ru f a da n hu ru f b, ma ka perlu 
ditetapkan d engan Kepu tu san Bupati Lamp ung Selatan ; 

M engingat 1 .	 Und ang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 te ntari g 
Peneta pa n Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 
1956 , Und ang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 19 56 , 
Und an g-Undang Da ru ra t Nomor 6 Tah un 19 56 ten tang 
Pem be n tu ka n Da erah Tingkat II terma su k Kota Praj a 
dal arn Lingku n gan Da era h Tingk a t I S u matera Sela tan 
sebaga i Undang- Undang; 



Men etapkan 
KESATU 

2.	 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 19 9 9 ten tang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih d an Be bas dari 
Koru psi , Kolusi d an Nepotisme; 

3 .	 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2 003 ten tang 
Keuangan Nega ra; 

4 .	 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2 0 0 4 ten tang 
Perbendaharaan Negara ; 

5 .	 Undang-Undang Nomo r 33 Tahun 2004 tentang 
Pe r imbangan Ke u a nga n Antara Pemerintah Pu sat da n 
Pemerintahan Da erah ; 

6 .	 Undang-Undang Nomor 2 1 Tah un 2 0 1 1 ten ta ng 
Pem bentukan Peraturan Perundang-undangan; 

7 .	 Undang-Undang Nomor 23 Ta h un 2 0 14 ten tang 
Pemerintah an Dacrah se baga im a na tel a h d iu ba h dengan 
Und a ng-U ndang Nomo r 9 Tahun 2 0 15 ; 

8 .	 Undang-Undang Nomor 30 Tah un 2 0 14 ten tang 
Adm inistra si Pemerintahan ; 

9 .	 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

10.	 Peratura n Me n te r i Dal am Negeri Nomor 13 Tahun 2 006 
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebaga imana telah di u bah beberapa kal i, te ra k h ir d en gan 
Pe ra t ura n Menteri Dal a m Nege r i Nom o r 2 1 Ta hu n 2007; 

11 . Peraturan Da erah Kabupaten Lampung Sela tan Nomor 7 
Tah un 20 16 te n ta ng Pemben tukan dan Su sunan 
Perangka t Daerah Ka b u paten Lampung Sela ta n; 

12 . Peraturan Daerah Ka bupaten Lampung Selata n 6 Tah un 
20 18 ten tang Anggaran Pendapatan dan Bela nj a Daera h 
Ka bupaten Lampung Sela tan ; 

13 . Peraturan Bupati Lampung Sela tan Nomor 36 Tahun 
20 16 tentang kedudukan , Tuga s dan fun gs i Su s unan 
Organi sa si s e rta Tata Kerj a peran gkat Dae rah Kabupaten 
Lampung Selata n; 

MEMUTUSKAN : 

Honorarium Biaya Penga wa san Tim Reviu Laporan ReaJisa si 
Penyerapan Dana dan Capa ian Ou t pu t Kegiatan Dana 
Alo kas i Khusu s (OAK) Fisik Tahun 20 18 dan 2 01 9 di 
Lingkungan Pemerintah Ka bu pate n La m pu ng Sela tan Tahun 
Anggaran 2 019; 



KEDUA Honorarium sebagaimana dimaksud pada Oiktum Kesatu 
diberikan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada 
pegawai di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Lampung 
Selatan ya ng melaksanakan penugasan Reviu Laporan 
Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output Kegiatan 
Dana Alokasi Khusus (OAK) Fisik Tahun 2018 dan 2019 
untuk setiap paket kegiatan; 

KETIGA Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan 
in i dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Oaerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 20 19 
yang tertuang dalam OPA-PO Pelaksana OAK Fisik di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan ; 

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret 2019 1 
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat 
kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diperbaiki 
sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di Kalianda 
pada tanggal v~ ~ 2019 

Plt.BUPATI LAMPUNG SELATAN, 

Tembusan, Yth; 
1. Ketua OPRO Kabupaten Lampung Selatan 
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan 
3. Kepala BPKAO Kabupaten Lampung Selatan 
4 . Kepala OPO Pelaksana OAK Fisik 


